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Abstrak : Skripsi ini membahas tentang Pajak Kendaraan di Atas Air yang difokuskan di Kota Palembang. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan di atas air serta upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan pemungutan dalam proses pendataan dan regristrasi, kendaraan yang dimiliki seseorang didaftarkan 
sebagai kendaraan yang terdaftar di Dinas Perhubungan. Lalu dalam proses penetapan dan penagihan dilakukan oleh 
pihak UPTD kota Palembang dimana kendaraan tersebut dikenakan tarif sebesar 1,5% sesuai spesifikasi berdasarkan 
grostonasi dan daya kuda kendaraan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu sosialisasi dan 
pengawasan berupa razia yang dilakukan oleh UPTD kota Palembang. 
 
Kata kunci: pajak kendaraan di atas air,  grostonasi, daya kuda. 
 
Abstract: This research discusses The Water Vehicle’s Tax in Palembang City. The purpose of this study is to 
analyze the implementation of collecting The Water Vehicle’s Tax and the efforts taken to overcome obstacles in 
collecting The Water Vehicle’s Tax. The research concluded that the implementation of polling in the process of 
data collection and registration, on a vehicle owned by a person registered as a vehicle registered in the 
Department of Transportation. Then in the process of determining and billing done by the UPTD of Palembang City 
the vehicle is charged at 1.5% as specified by grosstonage and vehicle horse power. The efforts to overcome the 
obstacles are socialization and supervision in the form of raids conducted by UPTD of Palembang City. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Sesuai dengan UU No 34 tahun 2000, pemerintah menetapkan beberapa jenis pajak dan retribusi 
bagi daerah, sebagai perbaikan dari ketentuan dalam UU No 18 tahun 1997.  Namun demikian, daerah 
juga diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri 
jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan tersebut, asalkan sesuai dengan beberapa kriteria 
yang juga dimuat dalam UU ini. Dibandingkan ketentuan dalam UU No 18/1997, ada beberapa perubahan 
disini yang diharapkan dapat menguatkan PAD. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu 
menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah untuk memantapkan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk 
provinsi, berupa perluasan PKB dan BBNKB menjadi PKB dan BBNKB yang memasukkan kendaraan di 
atas air yang berpotensi di beberapa provinsi di luar pulau jawa, salah satunya di provinsi Sumatera 
Selatan. (Simanjuntak, 2001:4) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang 
mengenakan Pajak Kendaraan di Atas Air dan merupakan provinsi dengan pendapatan Pajak Kendaraan 
di Atas Air terbesar di Indonesia. 
Ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air sendiri di 
Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut 
atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraah di atas air, dan yang menjadi subjek pajaknya adalah 
orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan di atas air tersebut. 
Mengingat Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang dialiri sungai yaitu 
Sungai Musi. Sungai Musi telah menjadi nafas kehidupan bagi penduduk Sumatera Selatan dimana 
berlangsungnya pusat kegiatan perekonomian, pariwisata dan perdagangan sehingga  banyaknya  
kendaraan di atas air yang dipakai untuk menunjang semua kegiatan yang ada di Sungai Musi tersebut. 
Semakin banyaknya kegiatan yang beraktivitas, maka semakin banyak pula jumlah kendaraan di atas air 
yang dipergunakan. Dengan demikian usaha dengan menggunakan kendaraan ini memiliki potensi yang 
dapat dijadikan sumber pendapatan negara. Pajak kendaraan di Atas Air merupakan salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai potensi cukup besar di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. 
Penerimaan tersebut berasal dari beberapa Kota / Kabupaten yang memiliki Unit Pelaksanaan 
Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana DISPENDA yang berada 
disetiap Ibukota/Kabupaten/Kota yang memiliki daerah sungai sebagai salah satu alat transportasi dalam 
wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 
Sasaran yang akan dikenakan PKAA adalah berbagai angkutan yang juga wajib membayar pajak 
setiap tahunnya. Di Kota Palembang tercatat Wajib Pajak pemilik kendaraan di atas air berjumlah 
sebanyak 800 Wajib Pajak yang tersebar di sepanjang Sungai Musi. Padahal masih banyak Wajib Pajak 
yang berpotensi untuk dipungut pajak kendaraan di atas air, namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak 
sadar akan kewajibannya sehingga penerimaan menjadi tidak optimal. 
Adanya fenomena penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air  Kota Palembang ditentukan oleh 
potensi jenis pajak tersebut, juga ditentukan oleh pengaturan pemungutan pajaknya yang telah 
diwujudkan dalam Peraturan Daerah serta implementasi pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karena itu 
peneliti ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Palembang siap dalam pelaksanaan  pemungutan 
Pajak Kendaraan di Atas Air di Kota Palembang, mulai dari mendata seluruh wajib pajak yang potensial, 
menetapkan pajak terutang, melakukan pemungutan dan didalam pengawasannya, karena tidak hanya 
memerlukan sumber daya manusia yang mengerti tentang pajak, tetapi juga perlu melibatkan pihak-pihak 
yang terkait di lapangan. 
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan di Atas Air adalah hal yang sangat penting 
untuk dikaji lebih mendalam. Karena fenomena penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air  Kota 
Palembang di atas selain ditentukan oleh potensi jenis pajak tersebut, juga ditentukan oleh pengaturan 
pemungutan pajaknya yang telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah serta implementasi pelaksanaan 
pemungutan pajak. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Palembang 
siap dalam pelaksanaan  pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air di Kota Palembang, mulai dari 
mendata seluruh wajib pajak yang potensial, menetapkan pajak terutang, melakukan pemungutan dan 
didalam pengawasannya, karena tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang mengerti tentang 
pajak, tetapi juga perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait di lapangan. 
Pemungutan Pajak di Atas Air  bagi pengusaha  pemilik/pengguna  kendaraan air dirasakan 
merupakan kebijakan yang tidak tepat, oleh karena itu dalam penelitian ini dikaji untuk memahami akibat 
yang ditimbulkan dari pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air tersebut yang dilakukan oleh 
DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan berikut ini, yaitu : Bagaimana 
pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air Kota Palembang yang dilaksanakan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?  Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatasi kendala dalam pemungutan 
Pajak Kendaraan di Atas Air Kota Palembang? 
Berdasarkan hasil perumusan pokok permasalahan, maka penulisan ini memiliki tujuan, yaitu 
pertama, untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air Kota 
Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, 
menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
untuk mengatasi kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air Kota Palembang.  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fenomena Pajak 
Kendaraan di Atas Air di Kota Palembang serta memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama 
di bidang perpajakan yang menyangkut pajak daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi 
selanjutnya untuk penelitian yang akan datang. Di sisi lain diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang fenomena Pajak Kendaraan di Atas Air di Kota Palembang serta memberikan sumbangan bagi 
ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan yang menyangkut pajak daerah, sehingga dapat 
dipergunakan sebagai referensi selanjutnya untuk penelitian yang akan datang.  
Agar penelitian ini terarah pada tujuan penelitian di atas, maka lingkup penelitian ini dibatasi pada 
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 34 Tahun 2000 beserta Peraturan 
Pelaksanaannya yaitu PP No. 65 Tahun 2000.  
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Merujuk pada 
pengertian dalam Webster, Bertalanffy, dan Nowak sebagaimana dikutip oleh Nurmantu, system 
perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh 
wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara ( Nurmantu, 2005: 106). Dalam berbagai literatur perpajakan 
saat ini, sistem pemungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut : 
 
Self Assessment System 
 Menurut Soemitro, arti kata self assessment adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya 
pajak yang terutang dan membayar pajak tersebut sebelum memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) 
(Soemitro, 1988: 11). Pengertian self assessment yang lain adalah suatu sistem perpajakan yang memberi 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak 
perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung dan atau 
memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak terutang, melaporkan penyetoran, 
serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar            
(Nurmantu, 2005: 108). Ciri-ciri self assessment system ialah: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 
b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi ( Mardiasmo, 2003: 7). 
 Sistem self assessment ini mengandung hal yang sangat penting, yang diharapkan ada dalam diri 
setiap wajib pajak, diantaranya yaitu tax consciousness (kesadaran pajak wajib pajak), kejujuran wajib 
pajak;  tax mindedness  wajib pajak (hasrat untuk membayar pajak); dan tax discipline, yaitu disiplin 
wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak sehingga pada waktunya wajib pajak dengan 
sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang, seperti 
memasukkan SPT pada waktunya dan membayar pajak pada waktunya tanpa diperingatkan untuk 
melakukan hal tersebut (Soemitro, 1988: 12). 
 
 
Official Assessment System 
Official assessment system adalah system pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ( Mardiasmo, 2003: 
7). Ciri-ciri dari official assessment system adalah : 
a. Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
 Dalam pemungutan pajak daerah dengan menggunakan sistem ini, pajak dibayar oleh wajib pajak 
setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang 
dipersamakan  dengan itu, seperti karcis atau nota perhitungan (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 126). 
Dengan kata lain wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan 
oleh kepala daerah. 
 
Withholding Tax System 
 Withholding tax system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak 
terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2003: 8). Withholding tax system selain memperlancar masuknya 
dana ke kas Negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan 
(administrative cost). Juga wajib pajak yang dipotong/ dipungut pajaknya secara tidak terasa telah 
memenuhi (sebagian).kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2006: 111). 
 
2.2 Pajak Daerah  
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 
pemerintah derah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan 
pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. 
Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dan 
perimbangan, peminjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sutrisno dalam bukunya, Dasar-
dasar Ilmu Keuangan Negara menyatakan bahwa: “Pajak Daerah adalah pungutan daerah yang 
berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan 
publik, sedangkan lapangan pajaknya adalah lapangan pajak yang belum diusahakan oleh negara)” 
(Sutrisno, 1982: 202).  Sedangkan Azhari dalam bukunya, Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan 
Retribusi Daerah mengatakan bahwa: “Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak 
yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.” 
(Samudra, 1995: 61).  
Menurut Kenneth J. Davey, perpajakan daerah dapat diartikan sebagai: 
1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan pajak sendiri. 
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. 
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. 
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya 
diberikan kepada dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah 
Daerah. (Davey, 1988: 40) 
 
2.3 Administrasi Pajak Daerah 
 Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah adalah 
dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak yang telah ada. Untuk menempuh cara 
tersebut, maka diperlukan penyempurnaan pengadministrasian pajak daerah. Menurut McMaster, Proses 
identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini 
mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah dan atau 
retibusi daerah. Tahap yang kedua setelah proses identifikasi adalah proses penilaian/penetapan 
(assessment), dan tahapan yang terakhir adalah melakukan proses pemungutan dan pengawasan. 
 
2.4 Konsep Pengawasan 
Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia 
penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan secara inheren 
memiliki keterbatasan, baik dalam interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun 
keterampilan. Artinya, dengan itikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan pengarahan 
kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat 
khilaf dan bahkan mungkin kesalahan.Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anggota organisasi 
yang selalu menampilkan perilaku demikian. Sengaja atau tidak, perilaku negatif ada kalanya muncul dan 
berpengaruh pada kinerja seseorang yang faktor-faktor penyebabnya pun beraneka ragam. Menghadapi 
kemungkinan demikianlah pengawasan mutlak perlu dilakukan. Pengawasan merupakan pengukuran 
dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Silalahi, 2002: 175) 
 
 
2.5 Konsep Pajak Kendaraan di Atas Air 
Sebagai simbol pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yang paling diandalkan, 
Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) yang merupakan bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  
sebagai  pendapatan asli  daerah merupakan pajak daerah pada tingkat provinsi yang tidak mutlak ada 
pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak  provinsi. Untuk dapat 
dipungut pada  suatu daerah  provinsi, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan 
Daerah tentang PKB yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan, 
pengenaan, dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan (Siahaan, 2006: 138). 
 Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan di Atas Air adalah sesuai dengan rumus tarif pajak 
dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan pajaknya berasal dari nilai jual 
grostonasi (grosstonage) ditambah dengan nilai jual daya kuda (horsepower) yang hampir sama dengan 
Pajak Kendaraan Bermotor. Schultz dan Lowell mengemukakan tentang Teori dasar pengenaan pajak 
terhadap kendaraan bermotor ditentukan dari faktor-faktor berikut (1965: 331):  
a. Gross Weight / Net Weight (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor), semakin berat 
suatu kendaraan maka semakin besar kerusakan yang ditimbulkan di jalan raya.  
b. Horse  Power (kekuatan   mesin),  semakin  besar   cylinder capacity  suatu kendaraan maka 
semakin besar pajaknya.  
c. Ownership (pemilikan), pemilikan kendaraan baik milik pribadi atau badan.  
d. Seat Capacity (kapasitas tempat duduk), atas jumlah tempat duduk di kendaraan bermotor juga 
menentukan besarnya pajak.  
e. Type  (jenis kendaraan), jenis dari kendaraan tersebut, misalnya sedan, truk, bus, dan lain-lain.  
 
Fungsi regulasi terkait dengan munculnya eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Seringkali 
terdapat produksi suatu barang yang menimbulkan biaya bukan hanya pada penikmatnya namun juga 
orang lain. Produksi maupun konsumsi suatu barang tidak mencerminkan dengan tepat biaya sebenarnya. 
Pigou (1877-1959) dalam Rosdiana menyatakan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengkoreksi efek 
eksternalitas negatif. Pada prinsipnya, pajak pigovian adalah pajak yang dikenakan pada tiap unit otput 
yang dikenakan atas jumlah seimbang dengan biaya marginal dari kerusakan yang ditimbulkan. Dengan 
pengenaan pajak akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan, maka produsen akan membebankan biaya 
tersebut kepada biaya produksi (jika produsen yag menghasilkan eksternalitas negatif) atau biaya 
konsumsi (jika konsumen yang menghasilkan eksternalitas negatif). Pada akhirnya, pemungutan pajak ini 
akan mengakibatkan penggunaan maupun produksi barang yang menghasilkan eksternalitas negatif 
tersebut akan dapat dikurangi. 
 
2.6 Kerangka Penelitian 
Pada bagian ini berisi mengenai kerangka pemikiran yang merupakan konsep-konsep dan 
pemahaman peneliti  akan  permasalahan dan fenomena yang terjadi seputar  Pajak Kendaraan  di Atas 
Air. Pada  bagian ini  peneliti  akan membuat skema pemikiran terhadap  pemungutan Pajak Kendaraan di 
Atas Air berdasarkan berbagai teori yang telah dikumpulkan.  Dari kerangka pemikiran tersebut diperoleh 
beberapa konsep yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena  yang  peneliti  pikir perlu untuk 
dijadikan dasar dalam melakukan penelitian agar penelitian skripsi ini memiliki dasar pemikiran yang  









       Gambar 1 : Bagan Kerangka Penelitian 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi 
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waktu, dan teknik pengumpulan data (Cresswell, 1994: 66).  
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin 
tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2003: 53). Dengan menggunakan metode 
deskriptif, maka peneliti dapat menggambarkan dan menganalisa  akibat-akibat yang  ditimbulkan dari 
kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air di Kota Palembang.   
Berdasarkan manfaat penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena 
dilakukan untuk kepentingan akademis. Penelitian murni pada umumnya dilakukan dalam kerangka 
pengembangan ilmu pengetahuan dan lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan 
peneliti (Jannah dan Prasetyo, 2005: 38). Hasil penelitian murni memberikan dasar untuk pengetahuan 
dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori dan gagasan yang dapat diaplikasikan bagi 
penelitian selanjutnya.  
Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitisn cross sectional karena hanya 
dilakukan pada saat waktu tertentu. Penelitian cross sectional hanya digunakan dalam satu waktu yang 
tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. (Jannah 
dan Prasetyo, 2005: 42). Peneliti hanya mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada  satu waktu 
tertentu, tidak bersifat kontinu sehingga penelitian ini  tidak dapat meliputi perubahan sosial secara  luas  
dan menyeluruh.  
 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam (in depth interview) dengan beberapa orang narasumber/informan yang dapat 
memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu (Sugiyono, 2008: 72).  
Selain itu, peneliti menggunakan teknik observasi. Melalui observasi penganalisis dapat 
memperoleh pandangan pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung 
keterkaitan diantara para pembuat keputusan di dalam organisasi, memahami pengaruh latar belakang 
fisik terhadap para pembuat keputusan, menafsirkan pesan-pesan yang dikirim oleh pembuat keputusan 
lewat tata letak kantor, serta memahami pengaruh para pembuat keputusan terhadap pembuat keputusan 
lainnya. 
Peneliti juga melakukan studi literatur atau studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode wawancara dalam penelitian ini. Yaitu mempelajari dan mengumpulkan data-data dari bahan 
tertulis seperti : buku, warta, koran, majalah, artikel yang muncul di media massa dan dokumen-dokumen 
tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Yin, 2008: 104). 
3.3  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis  data kualitatif. 
Pada dasarnya, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai teknik analisis data kualitatif, 
sehingga tidak ada teori yang pasti  mengenai hal itu. Seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman 
(1984), sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, bahwa 
“The most serious and central difficultly in the use of qualitative data is that methods of analysis are not 
well formulate”. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis 
belum dirumuskan dengan baik (Sugiyono, 2007: 87-88).  
Dalam penelitian ini  peneliti  menggunakan salah satu teknik analisis  data kualitatif yang 
dikemukakan oleh Neuman, yaitu illustrative method yaitu peneliti mengambil beberapa konsep teoritis 
dan memperlakukannya dalam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris dan  
deskripsi. Sejalan dengan hal itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa konsep yang terkait 
dengan topik penelitian untuk memahami realitas yang ada di lapangan. Dalam bagian analisis konsep 
tersebut akan dikaitkan dengan pelaksanaan yang ditemui di lapangan. 
  
3.4 Penentuan Site Penelitian 
Kota Palembang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena merupakan salah satu 
kota penerima pajak kendaraan air terbesar di provinsi Sumatera Selatan. 
 
3.5 Pembatasan Penelitian 
Penelitian ini dibatasi pada pembahasan analisis pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air di Kota 
Palembang terkait dengan Peraturan Daerah yang ada serta peraturan pelaksana lainnya dengan maksud 





4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak  Kendaraan di Atas Air Kota Palembang   
 
4.1.1 Proses Pendataan dan Regristrasi Pajak Kendaraan di Atas Air 
Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis daerah sesuai dengan potensi 
yang dimilikinya. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah 
yang ada di daerahnya, perlu mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk 
dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah 
tersebut. Sejak UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Provinsi Sumatera 
Selatan kembali melakukan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air sejak dihapuskannya tahun 1997 
silam dikarenakan biaya pemungutan yang lebih besar daripada pendapatan pajak yang ada.  
Dengan semangat otonomi daerah, pelimpahan wewenang mulai diserahkan kepada masing-masing 
kabupaten/kota. Meski termasuk pajak provinsi, namun kewenangan pemberian izin operasional 
kendaraan-kendaraan di atas air tersebutberada di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian di tingkat 
Pemerintah Kota atau Kabupaten, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi memiliki unit pelaksana teknisnya 
untuk menangani Pajak Kendaraan di Atas Air ini yaitu UPTD ditiap kota/kabupaten yang ada di provinsi 
Sumatera Selatan.  
Hasil penerimaan pajak provinsi tersebut sebagian diperuntukan bagi daerah kota di provinsi 
dengan ketentuan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas air dan bea balik 
nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada pemerintah kota paling sedikit 
30%. Pajak Kendaraan Kendaraan di Atas Air dapat diklasifikasikan sebagai pajak yang dikenakan atas 
kekayaan yang dimiliki seseorang.  
Semenjak diberlakukannya kembali Pajak Kendaraan di Atas Air pada tahun 2002 yang menganut 
sistem pemungutan pajak official assessment, mulai awal tahun 2004 UPTD Kota Palembang dibantu 
oleh Dinas Perhubungan mulai melakukan pendataan dan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air 
kepada pemilik kendaraan di atas air. Untuk menerapkan definisi kepemilikan dan atau kepenguasaan 
kendaraan di atas air yang didasarkan kepada ability to pay principle sepertinya lebih sulit jika 
dihadapkan dengan fakta yang ada di lapangan. Untuk menerapkan definisi tersebut diperlukan kerjasama 
dari pihak Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Polisi Air dan Udara, serta Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air adalah wujud peran bersama 
dari ketiga instansi tersebut. Selama ini Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut karena kendaraan yang 
dimiliki seseorang didaftarkan sebagai kendaraan yang terdaftar di Dinas Perhubungan melalui spesifikasi 
tertentu untuk mendapatkan Surat Izin Serang dan Bukti Kepemilikan Kendaraan di Atas Air. Bukti 
Kepemilikan Kendaraan di Atas Air itu sendiri digunakan sebagai alat identifikasi bahwa kendaraan di 
atas air tesebut telah di daftarkan di Dinas Perhubungan dan Surat Izin Serang adalah surat izin 
beroperasinya kendaraan di sungai.  
Jika seseorang memiliki Surat Izin Serang dan Bukti Kepemilikan Kendaraan di Atas Air maka 
secara otomatis atas kendaraan di atas air tersebut juga membayar Pajak Kendaraan di Atas Air. Hal ini 
dilakukan dalam rangka kemudahan administratif dalam pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air. Surat-
surat tersebut dapat diperoleh Wajib Pajak melalui di tiap-tiap dermaga di Kota Palembang dimana Dinas 
Perhubungan dan UPTD Kota Palembang bekerjasama membuka unit pelayanan teknis di berada di setiap 
dermaga. Melalui pelayanan tersebut, Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya tanpa harus pergi ke kantor pusat Dinas Perhubungan Kota Palembang.  
Atas kepemilikan Surat Izin Serang dan Bukti Kepemilikan Kendaraan di Atas Air didasarkan 
kepada efek memaksa dari kepolisian yang mengatur dalam penggunaan kendaraan di atas air itu sendiri. 
Efek memaksa adalah ketika kendaraan tersebut beroperasi di perairan Sungai Musi dan kendaraaan di 
atas air tersebut dalam posisi tidak memiliki Surat Izin Serang dan Bukti Kepemilikan Kendaraan di Atas 
Air, maka pihak kepolisian berhak untuk menindaklanjutinya. 
Regristrasi ini tidak memakan waktu yang cukup lama karena langsung diproses oleh para petugas 
Dinas Perhubungan. Namun, bagi para Wajib Pajak yang tidak berdomisili di Kota Palembang akan 
memakan waktu yang cukup lama untuk memiliki Surat Izin Serang dan Bukti Kepemilikan Kendaraan di 
Atas Air dikarenakan para pemilik kendaraan di atas air yang beroperasi di perairan Sungai musi Kota 
Palembang rata-rata berdomisili di daerah pinggiran Kota Palembang dan kabupaten lainnya. Tetapi 
mereka melakukan kegiatan perekonomian seperti melayani jasa angkutan penumpang dan bongkar muat 
barang, angkutan jasa pariwisata, dan lain-lain. 
Walaupun petugas melakukan pendataan dan regristrasi secara optimal, namun masih terdapat 
pemilik kendaraan diatas air yang belum terdaftar sama sekali. Pemilik kendaraan diatas air yang belum 
terdaftar mengatakan bahwa alasan utamanya adalah ketidaktahuan pemilik kendaraan diatas air akan 
adanya pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air dan baru memiliki kendaraannya tersebut. Pemilik 
kendaraan yang rata-rata tidak tinggal dipusat Kota Palembang banyak yang tidak mengetahui 
dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi langsung oleh petugas.  
 
4.1.2 Proses Penetapan dan Penagihan Pajak Kendaraan di Atas Air 
 
Setelah proses regristrasi telah dilaksanakan, barulah pihak UPTD Kota Palembang dapat 
menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai perhitungan spesifikasi 
kendaraannya sesuai peraturan daerah yang berlaku. Adapun Wajib Pajak yang terdaftar merupakan 
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak terdaftar di satu kota saja, karena 
Pajak Kendaraan Di Atas Air tidak menggunakan asas domisili seperti Pajak Kendaraan Bermotor pada 
umumnya. Namun Pajak Kendaraan di Atas Air ini dapat dipungut jika terdaftar di kabupaten/ kota yang 
ada di provinsi Sumatera Selatan. Wajib Pajak orang pribadi dapat dipungut di Kota Palembang jika ia 
belum membayar Pajak Kendaraan Di Atas Air di kabupaten tempat ia terdaftar. Sedangkan bagi Wajib 
Pajak Badan, proses regristrasinya sama seperti Wajib Pajak orang pribadi pada umumnya, yaitu 
mendaftarkan langsung ke Dinas Perhubungan untuk mendapatkan Surat Izin Serang dan Bukti 
Kepemilikan Kendaraan di Atas Air untuk kendaraan operasionalnya. Untuk pembayaran Pajak 
Kendaraan di Atas Air, perwakilan Wajib Pajak Badan tersebut yaitu bagian keuangannya datang 
langsung ke UPTD Kota Palembang untuk menyelesaikan kewajibannya.  
Wajib Pajak Badan yang menggunakan transportasi air adalah Wajib Pajak yang bertempat di 
pinggiran perairan Sungai Musi dan memiliki kapal untuk mengangkut sejumlah barang yang akan 
dikirim melalui transportasi kapal. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah melunasi Pajak 
Kendaraan di Atas Air akan diberikan surat tanda lunas dan stiker tanda pelunasan. Stiker tanda pelunasan 
ini adalah salah satu alat tanda pelunasan Pajak Kendaraan di Atas Air dimana setiap tahunnya warna 
stiker tersebut berbeda-beda untuk memudahkan petugas UPTD dalam membedakan tahun 
pemungutannya. Petugas dapat memantau dan memungut langsung jika ia belum memiliki surat tanda 
lunas dan stiker tanda pelunasan Pajak Kendaraan di Atas Air yang diberikan petugas UPTD 
kota/kabupaten yang ditempel di kendaraan airnya.  Petugas hanya menagih langsung para Wajib Pajak 
yang berlabuh di dermaga-dermaga Kota Palembang. Untuk Pajak Kendaraan di Atas Air ini dipungut 
satu tahun sekali sesuai waktu pendaftaran oleh Para Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air.  
Atas pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan tarif sebesar 1,5 % dan Bea Balik 
Kendaraan di Atas Air sebesar 1%. Pajak Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas dasar kepemilikan dan 
kepenguasaan kendaraan di atas air, atas definisi tersebut maka setiap orang yang memiliki kendaraan di 
atas air tersebut dijadikan objek Pajak Kendaraan di Atas Air. Adanya pengelompokan bahwa kendaraan 
di atas air yang ukuran isi kotornya kurang dari 20 m3 atau kurang dari 7GT dan memiliki mesin 
berkekuatan lebih besar dari 2 PK merupakan objek kendaraan di atas air kecuali kendaraan di atas air 
yang termasuk kedalam pengecualian objek Pajak Kendaraan di Atas Air.  
Tonase kotor atau yang disebut gross tonnage (GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang 
terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak 
ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas 
(superstructure). Sedangkan daya kuda adalah ukuran kekuatan mesin pada suatu kendaraan. Penggunaan 
dengan menggunakan pengukuran grostonasi ini sangat baik bagi para nelayan yang memiliki penghasilan 
dibawah rata-rata. Objek Kendaraan di atas air juga selain dilihat dari Grostonasinya, objek tersebut juga 
dapat dilihat dari bahan kendaraan diatas air.  
Dari berbagai pernyataan tersebut jelas bahwa kendaraan khususnya nelayan yang hanya dipungut 
Pajak Kendaraan di Atas Air hanya kendaraan yang memiliki spesifikasi ukuran isi kotornya 5-7GT dan 
memiliki mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK. Bila dibawah spesifikasi tersebut dapat menyebabkan 
ketidakadilan bagi para nelayan yang hanya memiliki kendaraan bertonasi kecil dan bila terlalu besar 
dikhawatirkan bagi pihak swasta akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di daerah pedalaman- 
pedalaman yang membutuhkan transportasi kendaraan air. Berikut grafik penerimaan Pajak Kendaraan di 
Atas Air lima tahun terakhir dari tahun 2006 hingga 2010.  
Grafik 1 
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) 
 Kota Palembang Tahun 2006-2010 
 
Sumber : Data diolah 2011 
 
Grafik batang diatas merupakan realisasi Pajak Kendaraan di Atas Air Kota Palembang pada tahun 
2006 hingga tahun 2010. Melalui pemungutan pajak Kendaraan di Aats Air yang dilakukan oleh pihak 
UPTD Kota Palembang, pada tahun 2006, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan di Atas Air di Kota 
Palembang sebesar Rp.176.496.854, sedangkan pada tahun 2007 turun menjadi Rp.173.587.300. 
Penerimaan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 178.872.950, lalu tahun 2009 turun menjadi 
Rp. 176.953.850, dan pada tahun 2010 menurun hingga  Rp.164.149.300. Sejak lima tahun terakhir, Pajak 
Kendaraan di Atas Air mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan penurunan drastis pada tahun 2010. 
Ini dikarenakan pihak UPTD Kota Palembang sedang berkonsentrasi kepada pemungutan Bea Balik 
Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KB). 
Pelaporan dan pembukuan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas 
Air dilakukan selama tiga bulan sekali. Ini dilakukan agar para petugas dapat melihat perkembangan 
triwulan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air. 
 
Tabel 1 : Penerimaan PKAA/BBN-KAA UPTD Dispenda  
Provinsi Sumatera Selatan - Kota Palembang Tahun 2011 


















Jumlah 18.477.825 137 11.683.300 40 
  Sumber : UPTD DISPENDA PROVINSI SUMSEL Kota Palembang tahun 2011 
 
Berikut adalah gambaran pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaran 
di Atas Air yang untuk saat ini perlakuan pajaknya dengan beberapa jenis kendaraan di atas air 
(berdasarkan jenis kendaraan) adalah sebagai berikut : 
1. Speedboat (Tongkang Kayu)  
200 PK/5 GT, tahun pembuatan 2004 – 2010 = 6 th ? lihat tabel (berdasarkan tabel) 
5 NJGT  = Rp.5.210.000,- 
200 NJPK = Rp.10.390.000,- 
NJPK & NJGT    Rp.15.600.000,- 
 
PKAA  =  Rp.15.600.000,- x 1,5%  
=  Rp.234.000,-/tahun 
Jika dibutuhkan perhitungan BBN-KAA, maka jumlah NJKP dan NJGT dikalikan (x) 1%, 
seperti: 
BBN-KAA      = Rp.15.600.000,- x 1%    
   = Rp.156.000,- 
Jumlah PKAA dan BBN-KAA   = Rp.234.000,- + Rp.156.000,- 
       = Rp.390.000,-/tahun 
 
2. Speedboat (fiber) 
200 PK/5 GT, tahun pembuatan 2004 – 2010 = 6 th ? lihat tabel (berdasarkan tabel) 
5 NJGT  = Rp.     550.000,- 
200 NJPK = Rp.10.390.000,- 
NJPK & NJGT    Rp.10.940.000,- 
PKAA  =  Rp.10.940.000,- x 1,5% 
= Rp.164.100,-/tahun 
 
3. Jukung (tongkang kayu) 
100 PK/23 GT, tahun pembuatan 2000 – 2010 = 10 th ? lihat tabel (berdasarkan tabel) 
23  NJGT = Rp7.440.000,- 
100 NJPK = Rp.3.640.000,- 
NJPK & NJGT    Rp.11.080.000,- 
PKAA  =  Rp.11.080.000,-x 1,5% 
= Rp.116.200,-/tahun 
 
Proses penghitungan di atas adalah proses Pajak Kendaraan di Atas Air yang biasa diterapkan pada 
kendaraan bermotor pada umumnya. Kemudian, jika ada Wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak 
tanpa pemberitahuan kepada petugas untuk membuat surat perjanjian atau lalai dan dengan sengaja tidak 
membayar Pajak Kendaraan di Atas Air miliknya dengan alasan apapun dalam tempo yang telah 
ditentukan, maka akan dikenakan hukuman dengan membayar denda.  
Contoh : 
Jukung (tongkang besi) 
250 GT, tahun pembuatan 2003 – 2010 = 7 tahun ? lihat tabel (berdasarkan tabel) 
250 NJGT = Rp.489.500.000,- 
NJPKAA = Rp. 489.500.000,- x 1,5% = Rp.7.342.500,-/tahun 
Jika tidak membayar Pajak Kendaraan di Atas Air selama 2 (dua) bulan dari jangka waktu yang telah 
ditentukan, maka jumlah NJKP dan NJGT dikalikan (x) 0,5% seperti dibawah ini: 
Denda   = Rp. 489.500.000,- x 0,5% = Rp.2.492.500,-/tahun 
      = Rp.207.708,-/bulan 
Denda 2 bulan = Rp. 207.708,- x 2  
  = Rp.415.416,- 
       Atas kepemilikan kendaraan di atas air memiliki tonasi (GT) dan daya kuda (PK) yang berbeda, 
semakin besar kapasitas suatu kendaraan maka semakin besar juga pajak yang dikenakan. Secara umum,  
pemilik kendaraan di atas air dengan kapasitas tonasi dan daya kuda yang besar memiliki kemampuan 
ekonomis yang tinggi, sehingga atas pengenaan pajak yang semakin besar pemilik kendaraan kendaraan 
diatas air dengan kapasitas tonasi dan daya kuda yang besar tidak akan kesulitan secara ekonomis. 
Keberadaan pajak daerah tidak terlepas dari terciptanya hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan 
daerah. Hal yang terkait dengan hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan ini meliputi penetapan jenis-
jenis pajak pusat dan pajak daerah dengan memungkinkan terciptanya suatu mekanisme bagi hasil atas 
pajak yang dipungut oleh tingkatan daerah yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintah yang lebih 
rendah. Dalam pembagian dana bagi hasil atas pajak yang dipungut, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan melakukan pembagian dana bagi hasil pajak dengan presentase antara 70:30 
berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dengan Pemerintah Daerah. Walaupun Pajak Kendaraan di Atas Air tidak menggunakan asas 
domisili dan Kota Palembang lebih banyak melakukan pemungutan kepada Wajib Pajak Kendaraan di 
Atas Air di Kota Palembang itu sendiri atau Wajib Pajak yang berdomisili di kabupaten lainnya, tidak 
menimbulkan kecemburuan ditiap kabupaten karena Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan Pajak 
Provinsi. Untuk pembagian dana hasilnya. Kota Palembang mendapatkan pembagian yang lebih besar 
dalam pemungutan Pajak Kendaraan diAtas Air dikarenakan para Wajib pajak lebih banyak beraktivitas 
di Kota Palembang dibandingkan di kota tempat tinggalnya.  
 
5.1 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan di Atas 
Air Kota Palembang. 
Untuk meningkatkan pendapatan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air, pihak  Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD Kota Palembang dengan cara melakukan sosialisasi dan 
pengawasan. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Kota Palembang melakukan sosialisasi terdahulu untuk menjelaskan kepada para pemilik 
kendaraan diatas air. Proses ini dilakukan cukup lama, yaitu sampai tahun 2003. Sosialisasi UPTD 
dilakukan secara terus menerus dengan cara melalui penjelasan kepada pemilik kendaraan di atas air di 
sekitaran dermaga 16 ilir di pinggiran Sungai Musi. Selain itu, UPTD Kota Palembang membagikan 
brosur-brosur yang isinya mencakup mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air 
Adanya manajemen pengelolaan yang benar antara lain diperlukan adanya pengawasan terhadap 
pelaksanaan terhadap pelaksana teknis yang menyangkut Pajak Kendaraan di Atas Air sebagai alat 
pengendalian manajemen dan akuntansi. Pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan 
sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam optimalisasi pendapatan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas 
Air. 
Untuk melakukan pengawasan ini, DISPENDA provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh pihak 
UPTD Kota Palembang bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi yang terkait, yaitu Dinas 
Perhubungan, Jasa Raharja, dan Polisi Air dan Udara. Pihak Dinas Perhubungan bertugas untuk mendata 
dan meregristrasi para pemilik kendaraan yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar, namun masa 
waktu kepemilikannya sudah habis. Sedangkan Jasa Raharja bertugas untuk menjamin alat transportasi 
bagi Pemilik Kendaraan yang telah meregristrasi kendaraan di atas airnya, dan polisi Air dan Udara 
bertugas mengawal dan mengawasi serta membantu para petugas UPTD yang sedang melakukan kegiatan 
razia. Kantor Polisi Air dan Udara berada di dermaga Sungai Lais dimana dermaga Sungai Lais 
merupakan pintu masuk bagi pemilik kendaraan air yang akan menuju dermaga 16 ilir atau kawasan pasar 
16 ilir. Kendaraan pengawasan Polisi Air dan Udara yang ada di Dermaga Sei Lais dan digunakan ketika 
diadakannya razia terpadu. Razia terpadu yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
dilakukan untuk optimalisasi pendataan dan penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan di Atas Air. Namun 
ada beberapa kendala yang harus dihadapi petugas UPTD Kota Palembang dalam melakukan pengawasan 
kendaraan di atas air yang beroperasi. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Kendaraan di 
Atas Air antara lain: 
1. Ketidaksadaran Wajib Pajak dalam memenuhi pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak 
terutama Pajak Kendaraan di Atas Air. 
2. Dalam razia kendaraan di atas air, banyak Wajib Pajak melarikan kendaraan airnya. 
3. Jika Wajib Pajak telah mengetahui akan adanya razia Pajak Kendaraan di Atas Air, maka Wajib 
Pajak hanya menggunakan kendaraan di airnya di malam hari. 
4. Para Wajib Pajak yang terkena razia tidak siap dan tidak memiliki uang ketika di tagih oleh 
petugas razia untuk membayar pajak yang terutang.  
Adanya dispensasi dalam pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air yang diberikan oleh pihak UPTD 
Kota Palembang merupakan wujud salah satu upaya agar Wajib Pajak mendapatkan kesempatan dalam 
penundaan pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air. Ini dilakukan karena karakteristik masyarakat 
khususnya pemilik kendaraan air yang beragam. Adapun karakteristik tersebut yaitu: 
1. Pendidikan masyarakat yang rendah sehingga adanya ketidakmampuan masyarakat dalam 
memahami kewajiban perpajakannya. 
2. Tempat tinggal pemilik kendaraan yang jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk 
sampai ke pusat Kota Palembang. 
3. Kemampuan ekonomi yang rendah dimana rata-rata pemilik kendaraan air hanya sebagai nelayan 
ataupun penyedia layanan wisata di Sungai Musi. 
Razia dilakukan secara berkala yaitu setahun dilakukan empat kali dalam waktu tiga bulan sekali. 
Untuk pelaksanaan razia, UPTD selalu berkoordinasi dalam hal razia kendaraan diatas air. Sebelum 
melaksanakan razia tersebut, pihak UPTD Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan 
kepada instansi-instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam 
pelaksanaan pendaftaran dan regristrasi, lalu dibantu oleh polisi Air dan Udara dalam pelaksanaan razia 
sehingga aman dan terkendali. Jika dalam razia tersebut para petugas razia menemukan pemilik 
kendaraan di atas air yang belum terdaftar, belum memiliki surat menyurat, maka para petugas razia 
menghimbau dan memanggil pemilik kendaraan di atas air baik itu berupa perorangan maupun badan. 
Lalu petugas membuatkan surat untuk menghadap ke DISHUB dan UPTD Kota Palembang untuk 
mengurus Pajak Kendaraan di Atas Air. 
Untuk melakukan razia tersebut, pihak UPTD Kota Palembang dibantu oleh pihak polisi Air dan 
Udara untuk menyusuri perairan Sungai musi dan dermaga-dermaga di Kota Palembang. Dalam hal 
pengawasan ini, razia pertama kali dilakukan bulan Oktober tahun 2010. Daerah yang pertama kali 
diadakan razia adalah dermaga 16 ilir. Dermaga 16 ilir pada waktu itu adalah dermaga pertama di Kota 
Palembang dan dekat dengan pasar 16 ilir. Dermaga 16 ilir terletak di tengah Kota Palembang di dekat 
jembatan Ampera dan merupakan pusat bongkar muat bagi para pemilik kendaraan di atas air yang 
melakukan kegiatan perekonomian. 
Dalam mengatasi para Wajib Pajak yang menghindari razia dan meningkatkan kesadaran Wajib 
Pajak, yang diperlukan adalah sosialisasi yang berlangsung terus-menerus atau kontinyu dan memberikan 
keringanan bagi Wajib Pajak yang memiliki alasan yang kuat. Sosialisasi dilakukan dengan pemberian 
informasi yang sejelas-jelasnya agar wajib pajak memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan 
untuk pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam proses razia ini, para petugas tidak berani untuk 
menyita kendaraannya seperti layaknya razia pajak kendaraan bermotor. Para petugas khawatir jika 
kendaraan di atas air di sita, pemilik kendaraan tersebut melakukan kecurangan. Jika kendaraan itu di 
tahan di dermaga, maka pemilik kendaraan tersebut merusak kendaraannya sendiri dengan cara 
membocorkan kendaraannya, sehingga pemilik kendaraan meminta ganti rugi dengan pihak petugas. Ini 
sangat merugikan pihak pelaksana pemungutan pajak karena harga kendaraan tersebut lebih mahal 
dibandingkan dengan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh si pemilik kendaraan di atas air itu. Maka 
dalam hal penyitaan kendaraan di atas air, pihak UPTD masih belum berani merealisasikannya 
dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan di atas air. 
Sedangkan untuk keringanan, menurut PERDA No.22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan 
pembebasan pajak, yaitu: 
1. Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil dan 
kapal jenazah dapat diberikan pembebasan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur. 
2. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur. 
Untuk masalah keringanan bagi Wajib Pajak yang tidak atau belum mampu untuk membayar pada 
saat itu dengan alasan yang dapat diterima, para petugas UPTD Kota Palembang memberikan kebijakan 
dengan tidak mengenakan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air. 
Namun pihak UPTD Kota Palembang dapat membuat surat perjanjian bagi Wajib Pajak untuk mengundur 
pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air dengan syarat kekeluargaan dengan arti mereka boleh tidak 
membayar jika terkena razia saat itu. Wajib Pajak diberikan batas waktu yang telah ditentukan sehingga 
mereka bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat kearifan lokal dalam hal fleksibilitas 
pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air. Dengan demikian, pemilik kendaraan di atas air tidak merasa 
terbebani dengan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan di Atas Air. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
  
Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air kota Palembang yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu meliputi pendataan 
dan regristrasi, serta penetapan dan penagihan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD 
DISPENDA Propinsi Sumatera Selatan kota Palembang untuk mengatasi kendala dalam 
pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air antara sosialisasi dan pengawasan berupa razia. Dari 
hasil penelitian ini maka perlu adanya peningkatan sosialisasi pemberian informasi sehingga 
tidak ada pemilik kendaraan air yang tidak terdaftar dan tidak mengetahui tentang adanya 
pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air. Sosialisasi tidak hanya di dermaga 16 ilir, tetapi 
dermaga-dermaga lainnya juga seperti dermaga Jakabaring sehingga dalam proses pendataan dan 
pemungutan menjadi optimal. Sedangkan dalam pelaksanaan razia kendaraan di atas air, 
sebaiknya pihak pemerintah lebih tegas dan berani untuk menyita kendaraan air yang bermasalah 
sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik. Ada baiknya pemerintah juga melibatkan 
pihak-pihak pemilik kendaraan, pengusaha ataupun asosiasi dalam menciptakan sebuah 
kebijakan, agar kedepannya tidak menimbulkan kebijakan yang kontroversial ataupun 
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